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DASAR HUKUM PBJ DI

DESA

• PASAL 105 PP 43/2014 jo. PP

11/2019

• PASAL 52 PERMENDAGRI

20/2018

• PASAL 4 PERATURAN LKPP

12/2019

• PERBUP/PERWAL  MENGATUR LEBIH

DETAIL PBJ DI DESA DAN DAPAT

DISESUAIKAN DENGAN KONDISI SOSIAL

DAN BUDAYA MASYARAKAT SETEMPAT
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PRINSIP PBJ DESA (PASAL 2) ->

EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN,

TERBUKA, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, GOTONG ROYONG,

BERSAING, ADIL, AKUNTABEL

STANDAR ETIKA PBJ (PASAL 3) ->

TERTIB, PROFESIONAL, TANGGUNG

JAWAB, MENGHINDARI KONFLIK,

TIDAK MENYALAHGUNAKAN

WEWENANG, ANTI
SUAP, dlsb.



NEXT

…

RUANG LINGKUP PBJ (PASAL 4) 

BERSUMBER APBDesa

PENGADAAN MELALUI PENYEDIA 

SUPPORT SWAKELOLA & KEGIATAN

YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

DENGAN SWAKELOLA (PASAL 6)



KADES, KAUR ATAU KASI,

TPK,

MASYARAKAT, PENYEDIA (PASAL 8)

PARA

PIHAK

TUGAS KADES -> PASAL 9 
TUGAS KAUR/KASI -> PASAL
10



TPK(PASAL

11)

1. UNSUR  PASAL 11 AYAT

(1)
2. ORGANISASI  PASAL 11

AYAT (2), (3), dan (4)

3. TUGAS PASAL 11 AYAT (5)

KHUSUS SWAKELOLA,

PEKERJAAN KONSTRUKSI

DITUNJUK PJ TEKNIS

- PASAL 11 AYAT (6)



BERPARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN 

KEGIATAN SWAKELOLA & BERPERAN

AKTIF DALAM PENGAWASAN TERHADAP 

PELAKSANAAN PENGADAAN (PASAL 12)

PERAN

MASYARAKA

T



PENYEDIA (PASAL 13) --> MEMILIKI LOKASI, SDM,

PERALATAN, KEMAMPUAN MENYEDIAKAN BARANG/JASA,

MENYEDIAKAN TENAGA AHLI (KHUSUS PEKERJAAN

KONSTRUKSI)



PERENCANAAN

PENGADAAN

PERSIAPAN PENGADAAN

PELAKSANAAN PENGADAAN 

PELAPORAN & SERAH

TERIMA

PENYUSUNAN TATA CARA PBJ

DESA



PERBUP/PERWALI TENTANG TATACARA PBJ DI DESA

1.
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A
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N

LKK

P12/2016

2. MEMPERHATIKAN HAL HAL YANG BELUM

DIATUR SECARA JELAS PADA PERATURAN

LKKP 12/2019

3. MENYEDIAKAN LAMPIRAN BERUPA

CONTOH FORMAT SEDERHANA & MUDAH

DIGUNAKAN4.
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BERKONSULTASI DENGAN LKPP

5. DISOSIALISASIKAN KEPADA SEMUA

PIHAK  YANG TERLIBAT

DALAM PBJ DI DESA
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